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ABSTRAK 

Roki Hardi, (2025) :  Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua:   

Telaah Implikasi Sosial Dan Ekonomi Di Kota Pekanbaru 

Praktik poligami, meskipun dibolehkan dalam Islam dengan syarat utama 

keadilan, masih menimbulkan kontroversi sosial dan tantangan hukum, khususnya 

bagi istri kedua. Di Kota Pekanbaru, fenomena poligami kerap dilakukan secara 

diam-diam dan tanpa pencatatan resmi, yang berimplikasi pada kerentanan hak-

hak istri kedua dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasi serta menganalisis hak-hak yang seharusnya diperoleh 

oleh istri kedua dalam praktik poligami dan tantangan yang mereka hadapi dalam 

realitas sosial masyarakat Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara 

mendalam dengan istri kedua dari tiga rumah tangga poligami di Kecamatan 

Marpoyan Damai, serta wawancara pendukung dari suami, tokoh agama, aktivis 

perempuan, dan ahli hukum keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi partisipatif, dokumentasi, dan triangulasi narasumber untuk 

menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak normatif 

istri kedua seperti nafkah lahir dan batin, tempat tinggal layak, perlakuan adil, 

serta pengakuan hukum seringkali tidak terpenuhi. Di sisi lain, istri kedua juga 

menghadapi tantangan berupa stigma sosial, ketidaksetaraan ekonomi, 

keterbatasan pengakuan hukum, dan ketidakjelasan nasib anak akibat pernikahan 

yang tidak tercatat. Namun demikian, ditemukan pula potensi kemandirian 

ekonomi di kalangan istri kedua sebagai bentuk adaptasi dan pemberdayaan. 

Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi dan perlindungan hukum yang 

lebih tegas untuk menjamin keadilan dalam praktik poligami. 

Kata kunci: Dinamika, Poligami, Istri Kedua, Kota Pekanbaru. 
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ABSTRACT 

Roki Hardi, (2025) : Dynamics of Polygamous Marriage from the Perspective of 

the Second Wife: A Study of Social and Economic 

Implications in Pekanbaru City 

Polygamy, although permitted in Islam with the primary condition of justice, still 

raises social controversy and legal challenges, especially for the second wife. In 

the city of Pekanbaru, polygamous practices are often carried out secretly and 

without official registration, which leads to the vulnerability of the second wife's 

rights in social, economic, and legal aspects. This study aims to identify and 

analyze the rights that should be obtained by the second wife in polygamous 

marriages and the challenges they face within the social reality of the Pekanbaru 

community. This research uses a qualitative approach with a case study method. 

Data were collected through in-depth interviews with second wives from three 

polygamous households in Marpoyan Damai District, as well as supporting 

interviews with husbands, religious leaders, women's activists, and family law 

experts. Data collection techniques included participatory observation, 

documentation, and source triangulation to ensure data validity. The findings 

show that the normative rights of second wives—such as physical and emotional 

support, decent housing, fair treatment, and legal recognition—are often not 

fulfilled. On the other hand, second wives also face challenges such as social 

stigma, economic inequality, limited legal acknowledgment, and uncertainty 

regarding their children's legal status due to unregistered marriages. However, 

the study also finds the potential for economic independence among second wives 

as a form of adaptation and empowerment. This study recommends the need for 

stricter legal regulation and protection to ensure justice in polygamous practices. 

Keywords: Dynamics, Polygamy, Second Wife, Pekanbaru City. 
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 الملخص

(: ديناميكيات الزواج المتعدد الزوجات من منظور الزوجة الثانية: 0202روكي هاردي )
 دراسة للآثار الاجتماعية والاقتصادية في مدينة بيكانبارو

تعُدّ ممارسة تعدد الزوجات، رغم إباحتها في الإسلام بشرط العدالة، مثار جدل اجتماعي وتحديات 
ة الثانية. ففي مدينة بيكانبارو، غالبًا ما يُُارس التعدد بسرية وبدون قانونية، خاصة بالنسبة للزوج

تسجيل رسمي، مما يؤدي إلى ىشاشة حقوق الزوجة الثانية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 
والقانونية. يهدف ىذا البحث إلى تحديد وتحليل الحقوق التي ينبغي أن تحصل عليها الزوجة الثانية 

التعدد، وكذلك التحديات التي تواجهها في الواقع الاجتماعي لمجتمع بيكانبارو.  في إطار زواج
اعتمدت الدراسة على منهج نوعي باستخدام أسلوب دراسة الحالة. تم جمع البيانات من خلال 
مقابلات معمّقة مع زوجات ثوانٍ من ثلاث أسر تعددية في منطقة ماربويا داماي، بالإضافة إلى 

مع الأزواج، والقيادات الدينية، والناشطات النسويات، وخبراء قانون الأسرة. وقد  مقابلات داعمة
شملت تقنيات جمع البيانات الملاحظة التشاركية، والتوثيق، وتثليث المصادر لضمان صلاحية 

 مثل النفقة الجسدية والمعنوية، –البيانات. أظهرت نتائج الدراسة أن الحقوق المعيارية للزوجة الثانية 
غالبًا لا تتحقق. من جهة أخرى، تواجو  –والسكن اللائق، والمعاملة العادلة، والاعتراف القانوني 

الزوجة الثانية تحديات تتعلق بالوصمة الاجتماعية، وعدم المساواة الاقتصادية، ومحدودية الاعتراف 
لدراسة أيضًا القانوني، وغموض وضع الأطفال الناتج عن الزواج غير المسجل. ومع ذلك، كشفت ا

عن وجود إمكانيات للاستقلال الاقتصادي بين الزوجات الثواني كنوع من التكيف والتمكين. 
توصي ىذه الدراسة بضرورة وجود تنظيم قانوني أكثر صرامة وحماية لضمان العدالة في ممارسة تعدد 

 .الزوجات

 .مدينة بيكانباروالديناميكيات، تعدد الزوجات، الزوجة الثانية،  :الكلمات المفتاحية
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latarbelakang Masalah 

Pernikahan adalah momen yang paling suci bagi setiap individu, di mana 

melalui akad tersebut, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang 

bukan muhrim diperbolehkan secara sah dengan hak dan kewajiban yang 

terbentuk di antara keduanya. Secara luas, pernikahan adalah ikatan fisik antara 

seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk hidup bersama dalam 

sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan, sesuai dengan ketentuan dalam 

agama Islam.
1
 Allah berfirman dalam surah al-Rum ayat 21. 

ُْ أشَْ  ْٓ أَٔفسُِىُ ِِّ ْْ خٍَكََ ٌىَُُ  ٓۦ أَ ِٗ زِ ْٓ ءَاٌََٰ ِِ ٌِهَ َٚ َّْ فِى ذََٰ خً ۚ إِ َّ زَحْ َٚ دَّحً  َٛ َِّ َٕىُُ  ٍْ ًَ ثَ جَعَ َٚ ب  َٙ ٍْ ا۟ إٌَِ ٓٛ جًب ٌِّزسَْىُُٕ ٍَ ٌئََٰٚ ْٛ مَ ذٍ ٌِّ ٍََٰ

 َْ  ٌزَفََىَّسُٚ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berfikir.
2
 

Sebagian dari tanda akan kemaha-esaan dan kasih sayang Allah kepada 

makhluk-Nya adalah bahwasanya Allah menciptakan kalian dari jenis kalian 

berupa perempuan sebagai istri, yang tinggal dengan kalian karena pernikahan, 

                                                 
1
 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. III (Sinar Grafika; Jakarta. 

2009), hlm. 9. Lihat juga Eman Suparman, Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, 

Islam, Adat, dan BW. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 7. 
2
 Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, (Lajnah Pentashihan al-Qur‘an: 

Jakarta, 2019), QS. Ar-Rum ayat 21 
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yang kalian lembut kepada istri-istri kalian dan condong kepadanya. Allah jadikan 

di antara kalian kecintaan, simpati dan kasih sayang, sungguh itu semua adalah 

tanda yang jelas akan kemaha esaaan Allah dan kasih sayang-Nya kepada 

makhluk-Nya bagi kaum yang menjalankan akal mereka dan memikirkannya.
3
  

 Pernikahan merupakan suatu ikatan sekral antara laki-laki dan perempuan 

sebagai pasangan suami istri, bertujuan untuk membentuk keluarga yang diridhoi 

oleh Allah SWT dan Rasulnya. Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 5 unsur tujuan 

yang diharapkan dari suatu pernikahan : 1. Mengharapkan keturunan (Anak), 2. 

Menyalurkan syahwat, 3. Mengatur urusan rumah tangga, 4. Memperbanyak 

keluarga ( Kabilah ) dan berjuang mencukupi kebutuhan anak dan istri.
4
 

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi 

perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami.  Poligami 

merupakan praktik perkawinan yang memiliki akar historis panjang di Indonesia, 

terutama dalam masyarakat yang berbasis Islam. Hukum di Indonesia tidak secara 

mutlak melarang poligami, tetapi membatasi praktiknya melalui Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa seorang suami 

dapat berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin dari istri pertama dan 

pertimbangan pengadilan agama.  

                                                 
3
 Muhammad bin Shalih asy-Syawi, An-Nafahat Al-Makkiyah,(Darul Haq; Riyadh, 

1431),h. 133 
4
 Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Gazali, Ihya Ulum Ad Din, ( Beirut: 

Dar Ibnu Hazm, Cet pertama , Tahun 2005 ), Hal:459. 
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Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi 

perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. 

Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah 

boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-

undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam 

kondisi tertentu yang sangat terbatas. 

Poligami terdiri dari kata ―Poli‖ dan ―gami‖. Secara   etimologi, poli 

artinya ―banyak‖, gami artinya ―istri‖. Jadi poligami artinya beristri banyak. 

Secara terminologi, poligami yaitu ―seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu 

istri‖. Atau ―seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling 

banyak empat orang‖.
5
 

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus 

yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu 

perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa 

seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau 

seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang 

bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.
6
 

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan رععد اٌصٚجبد (berbilangnya 

pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda 

disebut nyandung. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat 

                                                 

5
 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129 

6
 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) 

hlm.351 
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Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan 

atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat 

 kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat ,‖فٕىحٛ―

direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: ٌُلأصً فً الأِس الإثبحخ حزى ٌدي دًٌٍ عٍى اٌزحس 

(asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
7
 

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa 

poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan 

lebih dari dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang diperbolehkan atau 

mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri 

tanpa menceraikan istri yang lain. 

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan 

seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang 

poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia 

mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin 

dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai 

pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. 

 Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara 

lakilaki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa 

perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja, 

                                                 

7
 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 

hlm.15 
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pangeran, kepala suku, dan pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan 

semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdi pada dirinya.
8
 

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami 

dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek 

negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. 

Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. 

Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak 

resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. 

Bahwa adanya pembolehan terhadap poligami yang mempunyai arti perkawinan 

lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. 

Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat 

atau bahkan lebih dari sembilan isteri.
9
 

عَ  زُثَٰ َٚ شَ 
ٍَٰ صُ َٚ ى  َٰٕ ضۡ َِ َٓ إٌسَِّبءِٓ  ِِّ  ُۡ ب طَبةَ ٌَـىُ َِ ا  ۡٛ ْٔىِحُ ى فَب َّٰ ٍزََٰ ٌۡ ا فىِ ا ۡٛ ُۡ الَََّّ رمُۡسِطُ ْۡ خِفۡزُ اِ َٚ  ۚۚ  ْۡ ُۡ  فَبِ ا الَََّّ  خِفۡزُ ۡٛ  رعَۡدٌُِ

احِدحًَ  َٛ ٚۡ  فَ ب اَ ٍَـىَذۡ  َِ َِ  ُۡ بٔىُُ َّ ٌۡ ٓى ٌِهَ  ذَٰ  ۚ   اَ َٰٔ ا الَََّّ  ادَۡ ۡٛ ٌُ ۡٛ  ٣  ۚ   رعَُ

Terjemahan: ―Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika 

kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, 

atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 

agar kamu tidak berbuat zalim‖.
10

 

                                                 

8
 Hidayatulloh, H (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. Religi: Jurnal 

Studi Islam, journal.unipdu.ac.id, http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488 

9
 Ibid., 

10
 QS. al-Nisa‘ ayat 3 

http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488
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Surat al-Nisa‘ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami 

wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan 

dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya. Berkenaan 

dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak 

saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna 

keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama 

mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada 

juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri (kualitatif), tetapi 

ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan 

immateri (kuantitatif dan kualitatif). Seperti pendapatnya Ibnu Hazm Dalam 

kitabnya al-Muhalla beliau mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya 

adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam ,tidak boleh adanya 

pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka,budak,muslim maupun 

dzimmi yang sudah dikawini dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib 

sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama.
11

  

Dalam hal ini perlunya adanya pemahaman yang komprehensif terhadap 

makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya dengan ayat yang lain. 

Dengan begitu akan tercapai pemahaman yang sinergi antara ayat yang satu 

dengan ayat yang lain. Dan tidak akan ada kesan ayat yang tidak relevan atau 

bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu. Meskipun demikian, 

fenomena poligami tetap menjadi isu yang kontroversial dan menimbulkan 

                                                 
11

 Ibnu Hazm, Al Muhalla, Juz 3, (terj: Ahmad Afandi), (Jakarta: Pustaka Azzam,. 

2008), h. 108 
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perdebatan di berbagai lapisan masyarakat, baik dari perspektif hukum, sosial, 

maupun ekonomi. 

Dalam hasil penelitian dari Yenny Nofitry A Kota Pekanbaru, sebagai 

salah satu kota dengan populasi Muslim yang cukup signifikan, praktik poligami 

masih ditemukan, baik secara formal maupun informal. Banyak pasangan yang 

melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sehingga 

berdampak pada status hukum istri kedua dan anak-anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut.
12

 Dalam konteks ini, istri kedua sering kali berada dalam 

posisi yang lebih rentan dibandingkan dengan istri pertama, baik dalam aspek 

psikologis, sosial, maupun ekonomi. 

Berdasarkan data dari pengadilan Agama Kota Pekanbaru, berikut adalah 

informasi mengenai izin perkawinan poligami di Kota Pekanbaru untuk periode 

2020-2024: 

Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Pekanbaru (2020-2024): 

Tahun Jumlah Permohonan 

2020 13 

2021 5 

2022 6 

2023 5 

2024 7 

                                                 
12

 Marpaung, Yenny Nofitry A (2023) Praktik Poligami Di Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Thesis, Universitas 

Lancang Kuning. 
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Sumber: Direktori Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru
13

 

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru periode 2020–

2024, terlihat bahwa permohonan izin poligami cenderung fluktuatif dengan tren 

penurunan dibanding tahun awal. Pada tahun 2020 tercatat 13 permohonan, 

jumlah tertinggi selama lima tahun terakhir, kemudian mengalami penurunan 

tajam menjadi 5 permohonan pada 2021, sedikit meningkat menjadi 6 pada 2022, 

kembali turun menjadi 5 pada 2023, dan naik menjadi 7 pada 2024. Pola ini 

menunjukkan bahwa meskipun masih ada masyarakat yang mengajukan izin 

poligami, namun jumlahnya relatif kecil dan cenderung stabil dalam kisaran 

rendah sejak 2021, yang bisa mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran 

hukum, hambatan administratif, atau perubahan sosial terkait praktik poligami di 

wilayah ini. 

Dari persentase penelitian Yenny A dari data tahun 2023, dengan adanya 

alasan penolakan poligami adalah Administrasi tidak lengkap (40%), Tidak 

memenuhi syarat ekonomi (35%), Istri pertama tidak setuju (25%). Juga beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa istri kedua dalam perkawinan poligami sering 

menghadapi berbagai tantangan psikososial dan ekonomi yang signifikan. Dari 

aspek psikologis, istri kedua sering mengalami kecemasan, ketidakpastian, serta 

konflik emosional akibat status yang kurang diakui secara sosial maupun hukum. 

Studi oleh Sukardi menemukan bahwa banyak istri kedua dalam pernikahan 

                                                 
13

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-

pekanbaru/kategori/izin-poligami-1.html di akses pada 5 Maret 2025 
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poligami merasa terisolasi secara sosial dan mengalami tekanan psikologis akibat 

stigma masyarakat.
14

 

Dari aspek sosial, keberadaan istri kedua sering kali dipandang negatif 

oleh lingkungan sekitar, yang menyebabkan mereka mengalami diskriminasi atau 

bahkan dikucilkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari, yang menunjukkan 

bahwa masyarakat cenderung menganggap istri kedua sebagai "perusak rumah 

tangga" atau "perebut suami orang," sehingga menghambat integrasi sosial 

mereka dalam komunitas.
15

 

Dari perspektif ekonomi, istri kedua dalam pernikahan poligami sering 

kali menghadapi tantangan dalam memperoleh hak ekonomi yang setara dengan 

istri pertama. Penelitian yang dilakukan oleh Syafrina mengungkapkan bahwa 

dalam banyak kasus, istri kedua memiliki akses yang terbatas terhadap sumber 

daya ekonomi keluarga, terutama jika suami lebih memprioritaskan kebutuhan 

istri pertama dan anak-anaknya. Ketidakadilan dalam pembagian nafkah ini dapat 

menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga dan berdampak pada 

kesejahteraan istri kedua.
16

 

                                                 
14

 Sukardi, D (2024). Perolehan Dan Hak Waris Dari Istri Kedua, Ketiga Dan 

Keempat Dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Sebuah Pemahaman Dengan Ilmu 

Hukum …. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No, academia.edu, 

https://www.academia.edu/download/76605567/30.pdf 
15

 Sari, NI (2021). Perlindungan Hukum terhadap Istri Kedua yang di Poligami tanpa 

Izin Istri Pertama. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum), ejurnal.untag-smd.ac.id, 

http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5527 
16

 Tori, QHM, & Alwesius, A (2024). IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WASIAT 

YANG PEMBAGIANNYA MELEBIHI BAGIAN MAKSIMAL ISTRI KEDUA. Jurnal 

Darma Agung, ejurnal.darmaagung.ac.id,  

https://www.academia.edu/download/76605567/30.pdf
http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5527
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Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan mengenai poligami semakin 

mengemuka di Indonesia, terutama dengan adanya peningkatan kesadaran akan 

hak-hak perempuan dan keadilan gender. Organisasi masyarakat sipil dan aktivis 

perempuan semakin vokal dalam mengkritik praktik poligami yang dinilai 

merugikan perempuan, terutama istri kedua yang sering kali tidak memiliki 

perlindungan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara regulasi hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh istri kedua dalam 

perkawinan poligami. 

Di Pekanbaru sendiri, tidak banyak penelitian yang secara spesifik 

menyoroti pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh istri kedua dalam 

perkawinan poligami. Sebagian besar studi lebih berfokus pada perspektif hukum 

atau perspektif istri pertama, sementara pengalaman istri kedua masih jarang 

diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk 

mengisi kesenjangan tersebut dengan menggali dinamika psikososial dan 

implikasi ekonomi yang dihadapi oleh istri kedua dalam pernikahan poligami. 

Penulis telah melakukan observasi pra-penelitian kepada salah seorang 

istri kedua dari pasangan pernikahan poligami yang berdomisili di Kota 

Pekanbaru. Dalam wawancara informal tersebut, ia mengungkapkan bahwa 

kehidupan sosial dan ekonomi keluarganya berada dalam kondisi yang cukup 

kompleks. Secara ekonomi, ia menyatakan bahwa kebutuhan dasar rumah tangga 

masih dapat terpenuhi, meskipun sering kali harus berbagi sumber daya dengan 

keluarga istri pertama, terutama dalam hal keuangan dan perhatian suami. Ia juga 
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mengungkapkan bahwa tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga sangat 

bergantung pada pemberian suami. Dari sisi sosial, ia merasa kurang mendapat 

pengakuan dari lingkungan sekitar dan kerap menghadapi stigma sebagai ―istri 

kedua‖, yang membuatnya cenderung menutup diri dalam pergaulan. Meski 

demikian, ia mengaku menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari pilihannya 

dalam menjalani pernikahan poligami. Hasil observasi ini memberikan gambaran 

awal mengenai dinamika sosial dan ekonomi yang dialami istri kedua dalam 

praktik poligami di masyarakat perkotaan.
17

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam 

berbagai aspek. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya khazanah 

keilmuan dengan menambah wawasan tentang dinamika poligami dari perspektif 

istri kedua, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam literatur 

akademik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan gambaran 

yang lebih mendalam mengenai pengalaman subjektif dan realitas sosial yang 

dihadapi oleh istri kedua. Dari sisi sosial, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi masyarakat dalam memahami dampak psikososial dan 

ekonomi yang ditimbulkan dari praktik poligami, sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam 

konteks perkawinan poligami. Sementara itu, secara hukum dan kebijakan, 

temuan dalam penelitian ini berpotensi memberikan masukan berharga bagi para 

pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan berpihak pada 

                                                 
17

 Wawancara dengan Ibu UK salah seorang praktisi poligami di Pekanbaru, pada 16 

April 2025 Pukul 10.30 WIB. 
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perempuan. Di samping itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi yang 

berguna bagi pengadilan agama dalam menangani dan mempertimbangkan 

perkara-perkara poligami yang diajukan. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas dampak poligami 

terhadap perempuan, tetapi sebagian besar berfokus pada perspektif istri pertama 

atau aspek hukum. Misalnya, penelitian oleh Haris (2018) menyoroti dampak 

hukum poligami terhadap hak-hak istri pertama, tetapi tidak secara mendalam 

membahas pengalaman istri kedua. Sementara itu, studi oleh Nuraini (2020) 

membahas aspek psikologis dalam pernikahan poligami, tetapi hanya dalam 

konteks keluarga di pedesaan, bukan di lingkungan perkotaan seperti Pekanbaru. 

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai tambah dengan memberikan fokus 

khusus pada istri kedua dalam konteks perkotaan di Pekanbaru, serta mengkaji 

implikasi  ekonomi yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. 

B. Penegasan Istilah 

1. Dinamika  

 Dinamika merujuk pada perubahan, pergerakan, atau perkembangan 

suatu fenomena secara terus-menerus. Dalam konteks studi keislaman, 

dinamika menggambarkan proses adaptasi, transformasi, dan interaksi antara 

ajaran normatif dan realitas sosial budaya, yang melahirkan pemaknaan baru 

yang kontekstual dan relevan.
18

 

                                                 
18

 Panuti Sudjiman,. Kamus Istilah Sastra, (Jakarta: PT. Gramedia, 1984) 
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2.  Poligami 

Poligami terdiri dari kata ―Poli‖ dan ―gami‖. Secara   etimologi, poli 

artinya ―banyak‖, gami artinya ―istri‖. Jadi poligami artinya beristri banyak. 

Secara terminologi, poligami yaitu ―seorang laki-laki mempunyai lebih dari 

satu istri‖. Atau ―seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi 

paling banyak empat orang‖.
19

  

Kata poligami, terangkai dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu kata poli atau polos dan gamein atau gamos, yang kemudian terserap ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi poli dan gami. Poli berarti banyak 

sedangkan gami bermakna perkawinan.
20

 Yang dimaksud dengan dinamika 

pernikahan poligami dalam penelitian ini adalah perubahan, tantangan, dan 

bentuk interaksi yang terjadi dalam hubungan rumah tangga yang melibatkan 

satu suami dengan lebih dari satu istri secara sah menurut hukum Islam dan 

negara. Fokus utamanya adalah pada proses, konflik, adaptasi, serta 

keseimbangan relasi antar anggota keluarga poligami. 

3. Istri Kedua 

Istilah ini merujuk pada sudut pandang, pengalaman, penilaian, dan 

respon psikososial yang dialami oleh perempuan yang berstatus sebagai istri 

kedua dalam suatu pernikahan poligami. Perspektif ini meliputi perasaan, 

                                                 

19
 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129 

20
 Arisman dkk, Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam, (CV. Cahaya Firdaus: 

Pekanbaru, 2023), hl,. 75 
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peran sosial, posisi dalam keluarga, dan cara pandang terhadap kondisi 

ekonomi serta keadilan dalam rumah tangga poligami. 

4. Implikasi Sosial 

Implikasi sosial dalam konteks penelitian ini mengacu pada dampak 

atau konsekuensi sosial yang dirasakan oleh istri kedua sebagai akibat dari 

status pernikahan poligami, seperti stigma sosial, penerimaan masyarakat, 

relasi sosial, serta interaksi dengan keluarga besar dan lingkungan sekitar. 

5. Implikasi Ekonomi 

Implikasi ekonomi berarti konsekuensi finansial dan material yang 

dirasakan oleh istri kedua dalam kehidupan rumah tangga poligami, baik 

dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pembagian nafkah, akses 

terhadap sumber daya ekonomi, maupun ketergantungan terhadap suami 

sebagai penanggung jawab utama. 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di 

atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, 

perlu  diidentifikasi agar permasalahannya  lebih  jelas  dan  terang. Adapun 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Ketidakpastian Ekonomi dalam Rumah Tangga Poligami , Istri kedua sering 

menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat terbatasnya sumber daya 

finansial yang harus dibagi dengan keluarga pertama. 
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2. Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi , Dalam banyak kasus, 

istri kedua mendapatkan akses ekonomi yang lebih terbatas dibandingkan 

dengan istri pertama, baik dalam bentuk nafkah maupun aset keluarga. 

3. Beban Ganda Istri Kedua dalam Kontribusi Ekonomi , Istri kedua sering 

kali harus berkontribusi dalam ekonomi keluarga melalui pekerjaan atau 

usaha sampingan untuk menutupi kekurangan nafkah dari suami. 

4. Dampak Poligami terhadap Stabilitas Ekonomi Keluarga , Pembagian 

sumber daya finansial dalam rumah tangga poligami dapat mengakibatkan 

ketidakseimbangan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan istri kedua dan 

anak,anaknya. 

5. Kesenjangan Ekonomi antara Istri Pertama dan Istri Kedua , Dalam 

beberapa kasus, istri kedua menerima dukungan ekonomi yang lebih rendah 

dibandingkan istri pertama, yang berakibat pada ketimpangan kesejahteraan. 

6. Strategi Bertahan Hidup Istri Kedua dalam Ketidakpastian Ekonomi , Istri 

kedua sering mengembangkan strategi ekonomi sendiri, seperti menjalankan 

usaha kecil atau mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan 

keluarga. 

7. Konflik Finansial akibat Pembagian Sumber Daya , Ketidaksepakatan 

mengenai alokasi nafkah sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah 

tangga poligami, khususnya bagi istri kedua yang merasa kurang 

diperhatikan secara ekonomi. 
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8. Peran Hukum dalam Menjamin Keadilan Ekonomi bagi Istri Kedua , 

Peraturan perundang,undangan tentang poligami sering kali tidak cukup 

efektif dalam memastikan keadilan ekonomi bagi istri kedua. 

9. Pengaruh Faktor Sosial terhadap Kemandirian Ekonomi Istri Kedua , 

Tekanan sosial dan stigma terhadap istri kedua dapat mempengaruhi 

peluang mereka dalam mengembangkan kemandirian ekonomi. 

10. Akses Terbatas Istri Kedua terhadap Hak Waris dan Aset Suami , Dalam 

banyak kasus, istri kedua menghadapi kesulitan dalam memperoleh hak 

waris atau kepemilikan aset, terutama jika pernikahan tidak tercatat secara 

resmi. 

11. Ketidakpastian Masa Depan Ekonomi Anak dari Istri Kedua , Anak,anak 

dari pernikahan poligami, terutama dari istri kedua, sering menghadapi 

tantangan dalam mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang 

setara. 

12. Pengaruh Poligami terhadap Produktivitas Ekonomi Keluarga , Model 

rumah tangga poligami dapat mempengaruhi efektivitas ekonomi keluarga, 

terutama dalam aspek perencanaan keuangan dan investasi jangka panjang. 

13. Keterbatasan Peran Negara dalam Mengawasi Kesejahteraan Ekonomi Istri 

Kedua , Regulasi yang ada belum cukup efektif dalam memastikan 

perlindungan ekonomi bagi istri kedua dalam pernikahan poligami, terutama 

dalam konteks pembagian nafkah dan hak finansial lainnya 
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D. Batasan Masalah 

Penelitian ini membahas dinamika pernikahan poligami perspektif istri 

kedua dengan fokus pada implikasi sosial ekonomi di Kota Pekanbaru. Untuk 

menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek 

utama. Secara geografis, kajian ini hanya mencakup Kecamatan Marpoyan Damai 

sehingga temuan yang diperoleh tidak serta-merta merepresentasikan kondisi 

poligami di daerah lain.  

Penelitian ini lebih menitikberatkan aspek ekonomi dan sosial, seperti 

distribusi nafkah, akses terhadap sumber daya finansial, hak kepemilikan aset, 

serta strategi bertahan hidup istri kedua dalam mengelola kondisi ekonomi rumah 

tangga poligami. Meskipun aspek hukum dan sosial turut dibahas, kajiannya 

terbatas pada bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kesejahteraan 

ekonomi istri kedua. Selain itu, penelitian ini berfokus pada dinamika ekonomi 

dalam rentang waktu 2020-2025, sehingga tidak mencakup sejarah poligami atau 

dampaknya di luar periode tersebut. Dengan batasan ini, penelitian dapat 

memberikan analisis yang lebih terarah dan sistematis mengenai pengalaman 

ekonomi istri kedua dalam rumah tangga poligami. 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu 

ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana dinamika sosial dan ekonomi keluarga istri kedua pada 

pernikahan poligami di Pekanbaru? 



 

18 

 

2. Apa faktor yang mempengaruhi  dinamika sosial ekonomi istri kedua 

pernikahan poligami di Pekanbaru? 

3. Bagaimana hak dan tantangan yang dihadapi oleh istri kedua dalam 

menjalani peran dan kedudukannya dalam keluarga poligami? 

F. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan 

penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan 

sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut. 

1. Untuk menganalisis dinamika sosial dan ekonomi keluarga istri kedua pada 

pernikahan poligami di Pekanbaru. 

2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi  dinamika sosial ekonomi 

istri kedua pernikahan poligami di Pekanbaru. 

3. Untuk menjelaskan hak dan tantangan yang dihadapi oleh istri kedua dalam 

menjalani peran dan kedudukannya dalam keluarga poligami. 

G. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi efektivitas 

hukum Islam dan hukum negara terkait poligami dalam melindungi 

hak-hak ekonomi istri kedua, serta dalam memastikan keadilan dalam 

distribusi nafkah. 
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b. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam studi gender dengan 

menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi oleh istri kedua dalam 

poligami serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mereka 

dalam sistem perkawinan ini. 

c. Penelitian ini memperkaya kajian sosiologi keluarga, khususnya dalam 

memahami dinamika hubungan dalam rumah tangga poligami serta 

pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi istri kedua. 

d. Studi ini memberikan wawasan baru mengenai strategi ekonomi yang 

diterapkan dalam rumah tangga poligami, sehingga dapat menjadi 

referensi bagi pengembangan teori ekonomi keluarga dan distribusi 

sumber daya dalam sistem perkawinan ganda. 

e. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian 

akademik selanjutnya yang berfokus pada aspek sosial, ekonomi, dan 

hukum poligami, baik dalam konteks lokal maupun global. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai syarat penyelesaian jenjang magister pada Program 

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Penelitian ini dapat membantu istri kedua dalam memahami tantangan 

dan peluang ekonomi dalam rumah tangga poligami, sehingga mereka 

dapat mengambil langkah yang lebih strategis dalam mengelola 

keuangan keluarga. 

c. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi individu yang 

berniat menjalani poligami agar lebih memahami implikasi 
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ekonominya, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih 

baik. 

d. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang 

lebih efektif untuk melindungi hak ekonomi istri kedua dalam 

pernikahan poligami. 

e. Lembaga sosial dan keagamaan dapat menggunakan hasil penelitian ini 

untuk merancang program pembinaan keluarga poligami, terutama 

dalam aspek pengelolaan ekonomi dan keadilan dalam rumah tangga. 

f. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat lebih memahami 

dampak ekonomi dari praktik poligami, sehingga dapat mengambil 

keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan berkeluarga. 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah 

pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan 

sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan 

tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan 

berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :  

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yaitu pengantar yang menggambarkan 

seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pendahuluan meliputi 

latar belakang masalah, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan 

secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang 
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melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, 

identifiksi masalah, untuk memaparkan permasalahan yang terkait 

dengan judul ini. Lalu penegasan istilah, untuk menegaskan makna 

beberapa istilah kunci yang terdapat dalam penelitian ini yang bertujuan 

untuk menghindari kesalahan pembaca atas makna yang dimaksudkan. 

Batasan dan rumusan masalah, agar dalam penelitian ini lebih terfokus 

kepada apa yang menjadi tujuan utamanya, atau apa yang akan diteliti. 

Tujuan dan manfaat penelitian, untuk menjelaskan pentingnya 

penelitian ini serta tujuan yang hendak dicapai, dan sistematika 

penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi 

penelitian ini. 

 

BAB II : Merupakan tinjauan pustaka (kerangka teori) yang berisikan landasan 

teori berupa teori tentang pernikahan dan poligami serta tinjauan 

kepustakaan (penelitian yang relevan).  

 

BAB III: Berisikan metode penilitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber 

data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan 

data, yaitu tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam 

mengumpulkan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara 

analisis yang dilakukan. 

 

BAB IV: Berisikan penyajian dan analisis data (pembahasan dan hasil). Pada 

bab ini data dan analisisnya akan disatukan dalam pembahasan. 
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Dibagian ini penulis akan memaparkan jawaban berupa dinamika 

ekonomi dan sosial pada pernikahan istri kedua di keluarga poligami 

Kota Pekanbaru. 

BAB V: Merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab 

ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang 

dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu penulis memberikan 

saran-saran yang dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan 

penelitian yang lebih baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Poligami 

1. Defenisi Poligami 

Poligami terdiri dari kata ―Poli‖ dan ―gami‖. Secara   etimologi, 

poli artinya ―banyak‖, gami artinya ―istri‖. Jadi poligami artinya beristri 

banyak. Secara terminologi, poligami yaitu ―seorang laki-laki 

mempunyai lebih dari satu istri‖. Atau ―seorang laki-laki beristri lebih 

dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang‖.
21

 Kata 

poligami, terangkai dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

kata poli atau polos dan gamein atau gamos, yang kemudian terserap ke 

dalam bahasa Indonesia menjadi poli dan gami. Poli berarti banyak 

sedangkan gami bermakna perkawinan.
22

 

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. 

Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. 

Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang 

istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami 

                                                 

21
 Abd Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129 
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24 

 

lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya 

disebut poligami.
23

  

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan Ta‟did al-Zawjah 

(berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan 

dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran Islam, yang 

kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami 

ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan 

demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat ―fankihu‖, 

kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang 

dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh:  الأصً فً الأِس الإثبحخ حزى ٌدي

 asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang) اٌدًٌٍ عٍى اٌزحسٌُ

mengharamkannya).
24

 

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan 

bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang 

laki-laki dengan lebih dari dari satu orang istri dan merupakan perbuatan 

yang diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan 

suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain. 

Secara  sosiologi  keluarga  merupakan  komunitas  terkecil  

didalam  suatu masyarakat  yang  terbentuk  akibat  dari  perkawinan  
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yang  sah  dan  menurut  hukum Islam.
25

 Para ahli membedakan istilah 

bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah 

poligini yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan gune yang 

berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih 

dari seorang suami disebut poliandri yang berasal daripada kata polus 

yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki.
26

 Secara umumnya, 

poligami membawa maksud perkawinan lebih daripada seorang istri 

dalam suatu masa. Istilah fikih dalam bahasa Arab ialah رعدُّد اٌصٚجبد 

lawannya adalah monogami yaitu menikah dengan seorang istri saja. Dan 

Sidi Ghazalba berpendapat lawan poligami adalah poliandri yaitu 

perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. 

Dalam hukum Islam, poligami merupakan suatu proses 

kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. 

Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan 

prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat 

melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. 

Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai 

pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. 

                                                 
25

 Hanifah, S., Arisman, A., & Azni, A. (2025). Problems of Converting Households 
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Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri 

dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani 

istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala 

hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu 

istri saja (monogami).
27

 Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya 

dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada 

masing- masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa 

membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang 

berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. 

Jika masing- masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau 

jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal 

ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami 

khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, 

maka ia haram melakukan poligami. 

Kata poligami selalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan 

oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh 

syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur‘an yang mengatakan 

laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut 

yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami. 

Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak 

mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga 
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menjadikan poligama hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja 

dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya.
28

 

Sebagai sebuah fenomena sosial masyarakat yang menemukan 

puncak kontrovesinya pada masa sekarang ini, poligami mendapatkan 

tanggapan dari masyarakat baik yang pro maupaun yang kontra. Bagi 

kelompok yang pro, poligami dapat dijalankan karena beberapa sebab 

yang menjadi rekomendasi akan kebolehan pemberlakuannya. Dalam 

wacana Islam, ikhtilaf tentang poligami sudah lama ada. Ini terjadi karena 

perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami 

teks-teks agama. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan 

fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya 

bukan saja termasuk sesuatu yang dihalalkan, tetapi juga menjadi tindakan 

yang dianjurkan (disunahkan). Sementara kelompok lainnya beranggapan 

bahwa poligami merupakan tindakan tidak adil terhadap relasi suami dan 

istri, karena konsep itu telah memosisikan perempuan secara rendah 

sehingga mengakibatkan hak-hak kesamaan dalam keluarga dan kehidupan 

terabaikan. Kedua pandangan itu tentu saja tidaklah muncul secara 

dadakan melainkan dibangun oleh metodologi yang sama-sama kuat. 

Dasar hukum poligami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3: 

عَ  زُثَٰ َٚ شَ 
ٍَٰ صُ َٚ ى  َٰٕ ضۡ َِ َٓ إٌسَِّبءِٓ  ِِّ  ُۡ ب طَبةَ ٌَـىُ َِ ا  ۡٛ ْٔىِحُ ى فَب َّٰ ٍزََٰ ٌۡ ا فِى ا ۡٛ ُۡ الَََّّ رمُۡسِطُ ْۡ خِفۡزُ اِ َٚ  ۚۚ  ْۡ ُۡ  فَبِ  الَََّّ  خِفۡزُ

ا ۡٛ احِدحًَ  رعَۡدٌُِ َٛ ٚۡ  فَ ب اَ ٍَـىَذۡ  َِ َِ  ُۡ بٔىُُ َّ ٌۡ ٓى ٌِهَ  ذَٰ  ۚ   اَ َٰٔ ا الَََّّ  ادَۡ ۡٛ ٌُ ۡٛ  ٣  ۚ   رعَُ
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 Terjemahan "Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang 

kamu senangi , dua , tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak 

berlaku adil juga, satu adalah tebih baik bagimu, atau mengawini hamba 

perempuan yang kamu miliki.Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak 

menyeleweng"
29

 

Oleh karena itu berdasarkan ayat di atas maka syarat yang ketat, 

yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi 

kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan 

tidak mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami 

sedemikian rupa sehingga laki-laki tidak boleh lagi semena-mena 

terhadap istri mereka seperti sediakala. Maksud adil disini ialah keadilan 

yang mampu digapai oleh manusia yaitu penyamarataan dari sudut 

material (nafkah) sama rata pergaulan yang baik dan tempat tinggal dan 

bukanlah yang dimaksudkan disini penyamarataan dari sudut perasaan, 

cinta dan kecenderungan hati karena perkara ini tidak mampu dilakukan 

oleh seseorang. 

Istilah ―poligami‖ dan istilah ―monogami‖ merupakan dua kata 

yang memiliki arti berbeda / kontradiktif (bisa dibilang antonim). Karena 

memiliki arti yang berbeda, tentu dalam makna aplikatifnya juga 

berbeda. Namun demikian, kedua istilah tersebut ketemu dalam kerangka 

hukum perkawinan, bisa dibilang di berbagai negara, termasuk di 

Indonesia, khususnya bidang hukum perkawinan Islam. Secara teori 
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poligami difahami memiliki landasan dalil agama mengenai keabsahan 

praktiknya dalam hukum keluarga (perkawinan), yakni dalam Al-Qur- an 

surah al-Nisâ‘ ayat 3 yang menjelaskan tentang beristri lebih dari 

seorang.
30

 

Di sisi yang lain, melihat karakter dan budaya masyarakat 

muslim Indonesia yang beragam juga diperlukan kehadiran hukum yang 

bisa diterapkan dan diterima oleh masyarakat setempat yang berbeda-

beda karakter, tradisi dan budayanya, termasuk hukum perkawinan.
31

 

Guna menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap kedua belah pihak 

yang melakukan perkawinan, perlu adanya intevensi negara atau 

pemerintah yakni dengan hadir undang-undang perkawinan sebagai 

landasan yuridis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini terbukti dengan 

adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di 

mana asas daripada perkawinan di Indonesia memakai asas monogami 

yang tertuang di pasal 3 ayat (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya 

boleh mempunyai seorang suami.
32
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Pada pasal selanjutanya mulai pasal 3 ayat 2 sampai pasal 5 

menjelaskan tentang poligami bagi seorang suami, tidak bagi seorang 

istri. Dari struktur hukum agama murni (al-Quran/sunnah) dan struktur 

hukum positif (negara) poligami dan monogami dicoba dipertemukan 

dalam sebuah kerangka hukum sebagai pegangan dan landasan bagi 

praktik perkawinan umat muslim di Indonesia, di sinilah terlihat adanya 

relasi poligami dan monogami. 

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat 

jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, 

untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik 

poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa 

beliau berpoligami. Diantaranya:
33

 

Pertama, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih dan 

sayang kepada seluruh alam oleh Allah swt. Sejalan firman Allah dalam 

QS. al-Anbiyā (21):107 

بٓ  َِ هَ  َٚ َٰٕ ٍْ خً  اِلََّّ  ازَْسَ َّ َٓ  زَحْ ٍْ ِّ ٍَ ٍْعَٰ ٌِّ 

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi semesta alam.
34

 

Kedua, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk 

umat manusia. Ini dijelaskn dalam QS. al-Ahzab (33): 21 

 َ ذوََسَ اللّٰه َٚ خِسَ  ََ الََّْٰ ْٛ ٍَ ٌْ ا َٚ  َ َْ ٌسَْجُٛا اللّٰه ْٓ وَب َّ حٌ حَسَٕخٌَ ٌِّ َٛ ِ اسُْ يِ اللّٰه ْٛ ًْ زَسُ ُْ فِ َْ ٌىَُ  ٌَمدَْ وَب

ٍْسًا    وَضِ

                                                 
33

 Agus Mustofa, Op. Cit,. hlm. 226. 

34
 QS. al-Anbiyā (21):107 



 

31 

 

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang 

yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
35

 

Ketiga, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat 

martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas 

lainnya. Ini dalam QS. al-Nisā (4): 127: 

ى  َّ ًْ ٌَزَٰ تِ فِ ٌْىِزَٰ ُْ فِى ا ىُ ٍْ ى عٍََ ٍَٰ ب ٌزُْ َِ َٚ ۙ َّٓ ِٙ ٍْ ُْ فِ ٍْىُ ُ ٌفُْزِ ًِ اللّٰه ٔهََ فِى إٌسَِّبۤءِ  لُ ْٛ ٌسَْزفَْزُ إٌسَِّبۤءِ َٚ

 َّٓ ُ٘ ْٛ ْٕىِحُ ْْ رَ َْ اَ ْٛ رسَْغَجُ َٚ  َّٓ ُٙ ب وُزتَِ ٌَ َِ  َّٓ ُٙ َٔ ْٛ ُ ًْ لََّ رؤُْر ْْ  اٌهزِ َ ا َٚ  ِْۙ ٌْداَ ِٛ ٌْ َٓ ا ِِ  َٓ ٍْ سْزضَْعَفِ ُّ ٌْ ا َٚ
ب ًّ ٍْ ٍِ ٖٗ عَ َْ ثِ َ وَب َّْ اللّٰه ٍْسٍ فبَِ ْٓ خَ ِِ ا  ْٛ ب رفَْعٍَُ َِ َٚ ٌْمِسْظِ   ى ثِب َّٰ ٍَزَٰ ٍْ ٌِ ا  ْٛ ُِ ْٛ  رمَُ

Artinya: Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para 

wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu 

tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu 

dalam al-Qur‟an tentang para wanita yatim yang 

kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang 

ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin 

mengawini mereka dan tentang anak-anak yang 

masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) 

supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. 

Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.
36

 

Keempat, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga 

untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan 

generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk 

menyalurkan fitrah seksnya. 

Kelima, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada 

Rasulullah saw. maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung 

menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna 
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kandungannya. Dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan 

jelas terlihat alasan-alasan dibalik praktik poligami yang dilakukan 

Rasulullah tersebut. 

Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasar 

pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. 

Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan 

mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga 

poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, 

melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang 

tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam.
37

 

Poligami yang dilakukan Rasulullah bahkan lebih dari empat 

istri, dalam al- Qur‘an juga secara tegas memberikan kekhususan dan 

pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat Islam secara 

sembarangan. Dengan pembahasan holistik semacam ini kita bisa 

memahami praktek poligami Rasulullah secara lebih proporsional.
38

 

Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah 

saw. berserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip 

mulia,secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang 
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melupaka unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam 

melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.
39

 

Imam Syafi`i (w.204 H/820 M) tidak membahas poligami secara 

spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni al-Umm. 

Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh 

dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi`I, 

perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang 

sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka.
40

 

Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya 

(baik‗ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
41

 

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut 

syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku 

kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita 

boleh dipoligami tanpa ada batasan.
42

 Namun, sepanjang kajian ini, 

Imam Syafi`i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang 

harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di 

dalam satu bab khusus yang bertema‚ Kitab Asyrah al-Nisa`‛, Syafi`i 
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berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami 

mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi 

seorang lelaki yang berpoligami.
43

 Syafi`i juga menegaskan bahwa antara 

suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan 

juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam 

memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan 

berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang 

istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, 

kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. 

Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam 

relasi gender, iaitu antara suami dan istri itu harus saling pengertian, 

saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar 

kepada salah satu pasangannya. Memandangkan dunia luar Islam ketika 

itu masih kental dalam mengeksploitasi hak-hak perempuan.
44

 

Tentang maksud Al-Syafi‘i berkata:‛ sebagian dari para ulama 

ahli tafsir menjelaskan:‛ dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku 

adil diantara istri-istri (mu)...‛. (artinya: berlaku adil) dalam perasaan 

dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah swt 

mengampuni bagi hambahambaNya terhadap apa yang terdapat dalam 

hati mereka.‛....karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 

yang kamu cintai)...‛ artinya: janganlah kamu menurutkan keinginan 
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hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari 

syariat).
45

 

Berkenaan ini, buku Al-Muhadzab karya Imam Al-Shaerazy 

(salah seorang ulama besar pengikut mazhab Syafi`I) menyebutkan 

bahwa Imam Syafi‘i juga berpendapat tentang frasa ‗alla ta‘ulu‛ pada 

surat Al-Nisa: 3, yang menurutnya, agar jumlah keluarga kalian tidak 

banyak. Dan pendapat demikian sangat berbeda dengan penafsiran umum 

yang mengartikan: ‚tidak berbuat aniaya‛. Menurut Imam Al-Nawawi 

maksud adalah ‚kalian semua tidak boleh berbuat zalim, jika berbuat 

zalim maka poligami hukumnya haram‛. Sebab itulah, menurut Al-

Nawawi, hukum monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya 

ketidakadilan terhadap para perempuan yang dikawininya. Pendapat ini 

juga didukung oleh Abu al-Qasim Al-Syayramy. Al-Syayramy berkata: 

‚Monogami disunnahkan khususnya pada masa sekarang ini‛. Hal ini 

disebabkan berbuat adil adalah sukar.
 46

 

Makna dari keadilan menurut Imam Syafi‘i ialah bukan tertuju 

pada keadilan secara bathin (semisal cinta dan kasih sayang), melainkan 

keadilan yang tertuju pada hal-hal yang bersifat lahiriyah dan terukur 

saja. Seperti keadilan dalam membuat jadwal giliran terhadap istri-
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istrinya, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah, dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan lahiriyah.
 47

 

Sedangkan pandangan Imam Asy-Syafi‘I terhadap monogami 

adalah Imam Asy-Syafi'i memandang monogami sebagai bentuk 

pernikahan yang ideal di dalam Islam. Beliau memandang bahwa 

membentuk keluarga dengan satu pasangan akan memastikan kesetiaan 

dan keamanan dalam hubungan tersebut. Selain itu, monogami juga 

dianjurkan karena di dalam Islam pernikahan bukan hanya mengenai 

sekedar kepuasan pribadi namun juga membentuk keluarga yang 

membawa barakah dan memperkuat ikatan sosial di antara umat Muslim. 

Meskipun demikian, Imam Asy-Syafi'i juga mengakui bahwa di dalam 

kehidupan nyata, ada kemungkinan adanya keadaan atau situasi tertentu 

yang memerlukan keadaan poligami sebagai alternatif yang halal bagi 

umat Islam. Namun, Imam Asy-Syafi'i menekankan bahwa poligami 

harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak untuk sekedar 

memenuhi nafsu pribadi.
 48

 

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah ―salah satu ajaran Islam 

yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah 

SWT yang memiliki kecenderungan seksual yang lebih besar 

dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat 

memberikan kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan 
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melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan 

poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnnya, tetapi sangat naif 

dan irrasional. Dari segi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa 

yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, 

syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam 

dan kemanusiaan, bahkan releven dengan fitrah dan kodrat kaum laki-

laki.
49

 

2. Syarat Poligami 

Dalil-dalil yang berkaitan tentang poligami terutamanya dalam 

hadis, banyak yang berkisar tentang keadilan dalam berpoligami karena 

itu keharusan berpoligami biarlah benar-benar dapat memenuhi 

spesifikasi yang ditetapkan oleh al-Qur‟an dan al-Hadis agar poligami 

yang diamalkan itu itu tidak menyeleweng daripada yang telah 

dinyatakan oleh al-Qur‟an dan Al-Hadis. Syarat yang ditentukan Islam 

untuk berpoligami ialah terpercayanya seseorang muslim terhadap 

dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya 

baik tentang soal makan, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun 

nafkahnnya, siapa yang tidak mampu berlaku adil maka tidak boleh 

nikah lebih dari seorang.
50
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Menurut Najibah Mohd Zain dalam bukunya  Undang-Undang 

Keluarga Islam, Cetakan pertama mengatakan bahwa adalah syarat-

syarat berpoligami yang digariskan oleh syariat yaitu: 

a) Mampu berlaku adil diantara mereka 

Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa‘ ayat 129 

 ُۡ ٛۡ حَسَصۡزُ ٌَ َٚ ِّٕسَبءِٓ  َٓ اٌ ٍۡ ا ثَ ۡٛ ْۡ رعَۡدٌُِ ا اَ ۤۡٛ عُ ٍۡ ٓۡ رسَۡزطَِ ٌَ ا فلََ  َٚ ۡٛ ٍُ ٍۡ ِّ ًَّ  رَ ًِ  وُ ٍۡ َّ ٌۡ َ٘ب ا ۡٚ  فزَرَزَُ

عٍََّمَخِ  ُّ ٌۡ ْۡ  ۚ   وَب اِ ا َٚ ۡٛ حُ ٍِ ا رصُۡ ۡٛ رزََّمُ َٚ  َّْ َ  فَبِ َْ  اللّٰه زًا وَب ۡٛ ب غَفُ ًّ ٍۡ حِ  ٩٢١  زَّ

Terjemahan: ―Dan kamu tidak akan dapat berlaku 

adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyayang”.
51

 

Jelas dalam ayat ini bahwa walaupun pihak suami 

boleh berlaku adil dari segi materil, namun agak mustahil 

bagi suami berlaku adil kepada istriistrinya dari segi kasih 

sayang walaupun dengan berbagai upaya. Rasulullah SAW 

sendiri sering berdoa supaya Allah SWT tidak mencelanya 

dalam soal pergiliran karena beliau sendiri mengaku tidak 

dapat berlaku adil khususnya dalam soal kecenderungan 

hati terhadap mana-mana istri. Kesimpulannnya kedua-dua 

ayat An-Nisa‘ ini lebih menekankan keadilan dan 
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penyelesaian masalah sosial dalam praktik berpoligami dan 

pensyariatan bukan memberikan hak yang mutlak kepada 

pihak lelaki untuk berpoligami.
52

 

b) Aman dari berbagai fitnah mereka dan tidak akan menyia-

nyiakan hak Allah karena mereka.  

Allah SWT berfirman dalam Surah At- Taghabun ayat 14 

 ُۡ ُ٘ ۡٚ ُۡ فَبحۡرزَُ ا ٌَّىُ ًّٚ ُۡ عَدُ لََّدِوُ ۡٚ اَ َٚ  ُۡ اجِىُ َٚ ٓۡ اشَۡ ِِ  َّْ ا اِ ۤۡٛ ُٕ َِ َٓ اَٰ ٌۡ ب اٌَّرِ َٙ بٌَُّ
ٌَٰۤ ۚۚ  ْۡ اِ ا َٚ ۡٛ  رعَۡفُ

ا ۡٛ رصَۡفَحُ ا َٚ ۡٚ رغَۡفِسُ َّْ فَ  َٚ َ  بِ زٌ  اللّٰه ۡٛ ٌُ  غَفُ ٍۡ حِ  ٩٤  زَّ

Terjemahan: ―Wahai orang-orang yang beriman! 

Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada 

yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu 

terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni 

serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang”
53

. 

Ayat ini mengandung beberapa fawaid (manfaat dan 

pelajaran) yang sangat berharga bagi orang-orang beriman. 

Pertama, ayat ini mengingatkan bahwa di antara istri-istri dan 

anak-anak, ada yang bisa menjadi musuh, bukan dalam arti 

fisik, tetapi bisa mengalihkan perhatian dari ketaatan kepada 

Allah atau mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang 

bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan 

pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjaga 

iman dan amal saleh. Kedua, ayat ini menekankan sikap 
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pemaaf, kasih sayang, dan pengampunan. Meski ada potensi 

konflik dan tantangan dalam keluarga, Allah mendorong 

umat-Nya untuk mengedepankan sifat-sifat mulia tersebut, 

yang mencerminkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Ketiga, 

ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun dan 

Maha Penyayang, sehingga sebagai hamba-Nya, kita juga 

harus berusaha mengembangkan sifat-sifat tersebut dalam 

hubungan keluarga dan sesama manusia. Dengan demikian, 

hubungan keluarga dapat menjadi lebih harmonis dan selaras 

dengan nilai-nilai Islami. 

c) Mampu memberi nafkah 

Apa yang dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah 

nafkah zahir. Para ulama bersetuju dan sependapat bahwa apa 

yang dikatakan mampu memberi nafkah ialah sanggup 

menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal 

lain yang berbentuk kebendaan dan diperlukan oleh istri. 

Ringkasnya, nafkah zahir yang dimaksudkan itu adalah segala 

keperluan yang berbentuk kebendaan yang menjadi kebutuhan 

setiap orang.
 54

  

Cuma nilai saja yang berbeda-beda berdasarkan 

penilaian kemampuan suami. Jika seorang suami yang kurang 

mampu maka kadar nafkah yang diberikan kepada istrinya 
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disesuaikan dengan pekerjaan suami walaupun istrinya dari 

kalangan orang yang mampu. 

d) Mabit (Giliran istri) 

Mabit atau giliran istri adalah konsep penting dalam 

pernikahan poligami yang diatur dalam Islam. Konsep ini 

berkaitan dengan keadilan dan kewajiban seorang suami yang 

memiliki lebih dari satu istri untuk memperlakukan mereka 

dengan adil dalam hal waktu dan perhatian. Pembahasan ini 

akan menguraikan definisi mabit, dasar hukum dalam Islam, 

implementasi dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan dan 

solusi yang mungkin dihadapi dalam praktiknya.
 55

  

Mabit berasal dari bahasa Arab yang berarti 

"bermalam". Dalam konteks pernikahan poligami, mabit 

merujuk pada kewajiban suami untuk membagi waktu secara 

adil dengan istri-istrinya, terutama dalam hal bermalam. Setiap 

istri memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan waktu 

yang sama dari suaminya. Konsep ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa tidak ada istri yang merasa diabaikan atau 

diperlakukan tidak adil. 

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib 

untuk menyediakan giliran yang adil terhadap istri-istrinya. 
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Menurut pendapat yang sahih, suami wajib mengundi para istri 

untuk memilih yang mana lebih dulu digilir, bila mereka tidak 

setuju maka harus buat mengikut jadwal. Undian ini 

menggelakkan adanya pilih kasih diantara istri-istri dan haram 

jika si suami tidak berlaku adil dan membahagikan 

keistimewaan sebagian istrinya dalam hal jatah giliran. 

Implementasi mabit dalam kehidupan sehari-hari 

melibatkan pembagian waktu yang adil dan proporsional di 

antara istri-istri. Berikut adalah beberapa cara bagaimana mabit 

dapat diterapkan: 

 Jadwal Bergilir: Suami harus membuat jadwal bergilir 

yang jelas untuk setiap istri. Misalnya, jika seorang 

suami memiliki dua istri, dia dapat menghabiskan satu 

malam dengan istri pertama dan malam berikutnya 

dengan istri kedua. Jadwal ini harus diterapkan dengan 

konsisten dan adil. 

 Komunikasi Terbuka: Suami harus berkomunikasi 

secara terbuka dengan setiap istri mengenai jadwal dan 

memastikan bahwa semua istri merasa nyaman dan 

diperlakukan adil. Jika ada perubahan dalam jadwal, 

suami harus memberitahu istri-istrinya dengan segera. 

 Pengaturan Waktu Khusus: Selain waktu bermalam, 

suami juga harus mengatur waktu khusus untuk 
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menghabiskan waktu bersama setiap istri secara 

terpisah, seperti pergi berbelanja, makan malam, atau 

aktivitas lain yang dapat mempererat hubungan. 

 Perhatian yang Setara: Suami harus memberikan 

perhatian yang setara kepada semua istri, tidak hanya 

dalam hal waktu tetapi juga dalam hal kasih sayang, 

perhatian, dan kebutuhan emosional.
 56

 

e) Wanita yang dikumpulkan dalam suatu masa itu bukan 

bersaudara.  

Islam telah menetapakan bahwa poligami itu adalah 

untuk melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum 

wanita. Oleh itu, Islam telah melarang seorang laki-laki yang 

berpoligami untuk mengumpulkan kakak dengan adik, ibu 

dengan anak perempuan atau seorang wanita dengan saudara 

ayahnya atau saudara ibunya dalam satu-satu masa. Firman 

Allah swt dalam Surah An-Nisa ayat 22: 

ب لَدۡ سٍََفَ  َِ َٓ إٌسَِّبءِٓ اِلََّّ  ِِّ  ُۡ ثَبؤُٓوُ ب ٔىََحَ اَٰ َِ ا  ۡٛ ىِحُ ٕۡ لََّ رَ َٚ   ۚ   ٗ َْ  أَِّ مۡزبً فَبحِشَخً  وَب َِ َّٚ   ۚ 

سَبءَٓ  لً  َٚ ٍۡ  ٢٢  سَجِ

Terjemahan: Dan janganlah kamu menikahi 

perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, 

kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, 
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perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan 

seburuk-buruk jalan (yang ditempuh) .57  

Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan petunjuk yang 

jelas mengenai pernikahan dan batas-batasnya. Salah satu 

ketetapan penting adalah larangan menikahi perempuan-

perempuan yang telah dinikahi oleh ayah seseorang, kecuali 

yang telah terjadi pada masa lalu sebelum datangnya hukum 

ini.  

Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga 

kehormatan dan keadilan dalam hubungan keluarga. 

Menikahi bekas istri ayah dianggap sebagai perbuatan yang 

sangat buruk dan terlarang, karena bertentangan dengan nilai-

nilai moral dan sosial yang ditetapkan dalam Islam. Ayat ini 

mengajarkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan yang keji 

dan tidak disukai oleh Allah, serta mendorong mereka untuk 

mengikuti jalan yang benar dalam kehidupan berkeluarga. 

Dengan mematuhi aturan ini, umat Islam dapat menjaga 

keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta memperoleh 

keberkahan dari Allah. 

3. Sejarah Poligami  

Kurun ke-19 Masehi telah menyaksikan usaha-usaha ke arah 

pembaharuan undang-undang Islam. Pandangan Muhammad Abduh 
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supaya ditafsirkan semula peruntukan berkaitan poligami adalah 

ikutan daripada kegagalan masyarakat untuk mematuhi peraturan-

peraturan dan penyalahgunaan terhadap praktik poligami, 

terutamanya apabila terjadi penganiayaan terhadap istri dan anak-

anak yang akhirnya menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam 

masyarakat.
58

 

 Rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan 

tidak dipukul sepenuhnnya, karena masyarakat tidak merasakan 

pelanggaran terhadap arahan dalam al-Qur‘an surat an-Nisa‘ ayat 3 

sebagai sesuatu yang menakutkan. Ini adalah karena perkara yang 

mengawal tindakan manusia sama halnya untuk mematuhi dan 

mengingkari arahan hanyalah dosa dan pahala. Tidak ada satu 

kawalan dalam bentuk hukuman dunia terhadap kesalahan mereka 

yang tidak memberi nafkah ataupun tidak berlaku adil antara istri-

istrinya. Perkara ini bukanlah sesuatu yang asing karena perbicangan 

dalam kitab-itab fiqh hanya membahaskan tentang bentuk-bentuk 

hukum berpoligami saja.  

Oleh yang demikian beliau berpendapat bahwa perturan-

peraturan poligami melalui perbahasan fuqaha dimana keadilan 

dalam perkawinan poligami teletak atas budi bicara suami, kini 

memerlukan campur tangan Mahkamah untuk menentukan seorang 
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suami itu layak ataupun tidak sehingga menghindari penyelewengan. 

Kesannya seorang suami tidak sewenang-wenangnya berpoligami 

karena kini pihak Mahkamah akan mengenal pasti kemampuan 

mereka sebelum permohonan poligami diluluskan. Pembatasan 

dengan memberi kuasa kepada Mahkamah akan mengenal pasti 

kemampuan mereka sebelum permohonan poligami diterima.  

Pembatasan dengan memberi kuasa kepada Mahakamah adalah 

perlu, karena Mahkamah akan memastikan pemohon layak dan 

mampu untuk menegakkan keadilan di antara istri-istrinya serta 

menghindari kemudaratan terhadap perkawinan yang sekarang dan 

yang akan datang. Perkara ini merupakan suatu pembaharuan karena 

al-Qur‘an sendiri tidak meletakkan syarat bahwa seorang suami perlu 

meminta kebenaran dan keizinan dari siapa pun. Seorang suami 

mempunyai kebebasan untuk berpoligami dengan syarat dia 

mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Al-Qur‘an.
59

  

Dengan hal yang demikian, kita dapat lihat beberapa Negara-

Negara yang mempraktikkan poligami antaranya adalah Irak, 

Yordania, Al-Jazair, Turki, Arab Saudi dan Indonesia. 

Negara Irak mempraktekkan aturan tentang poligami terdapat 

The Iraki Law Of Personal Status (Ilps) tahun 1959 pada pasal 3 ayat 

4,5 dan 6. Pasal 4 menegaskan bahwa poligami tidak diperbolehkan 

                                                 
59

 Ibid,. 



 

47 

 

kecuali mendapat keizinan pengadilan. Sedangkan pengadilan hanya 

memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan ketentuan 

yaitu suami secara financial mampu untuk berpoligami, ada tidaknya 

kekhawatiran suami tidak berlaku adil terhadap istriistrinya, ada 

kepentingan yang dibenarkan oleh hukum atau ada tidaknya 

maslahat. 

Pasal selanjutnya apabila suami tidak berlaku adil kepada istri-

istrinya maka poligami tidak diizinkan. Kemudian poligami menjadi 

dilarang terkecuali wanita yang dipoligami adalah seorang janda. 

Irak yang semula menganut usaha membatasi poligami dengan 

mensyaratkan adanya izin poligami bergeser menjadi ketidakbolehan 

berpoligami kecuali wanita yang dipoligami itu tersebut adalah 

janda.  

Metode pembaharuan yang dilakukan dalm undang-undang 

irak dalam persoalan poligami ini bersifat ekstradoktrinal reform 

karena dalam aturan poligami ini benar-benar telah keluar dari 

ketentuan mazhab yang ada termasuk mazhab yang berkembang 

sendiri di Irak (Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi‘i). Menurut 

pandangan kedua Mazhab ini tidak diperbolehkan dengan syarat 

tidak lebih dari empat orang istri. Pemberlakuan poligami yang 
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diterapkan di Irak lebih membatasi poligami yang menekankan aspek 

maslahah mursalah.
60

 

Poligami di Negara Yordania pula tidak ada pasal yang secara 

tegas menerangkan tentang aturan poligami. Akan tetapi, dalam 

aturan lain terdapat satu pasal yang melarang mencampurkan istri 

dalam satu rumah. Dengan demikian, kita dapat memberikan 

kesimpulan bahwa poligami di Yordania diperbolehkan. Namun, 

sebelum poligami dilakukan, suami harus memberikan kesempatan 

kepada istinya untuk mengajukan tuntutan melalui peradilan agama 

(Mahkamah Syar‘iyah) untuk membatalkan pernikahan.  

Berdasarkan ketentuan ini berarti poligami dapat menjadi 

alasan bercerai dengan syarat dicantumkan dengan taklik talak. 

Diperbolehkan poligami di Yordania nampaknnya sejalan dengan 

pemikiran Mazhab Hambali yang menyatakan bahwa meskipun 

syariah membolehkan poligami, ia tidak menyuruhnya. Berdasarkan 

ketentuan perundangan di Yordania, poligami belum diatur secara 

ketat. Akan tetapi, dari pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan 

bahwa keleluasaan istri untuk menerima atau menolak poligami yang 
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akan dilakukan suaminya masih diperhatikan undangundang 

tersebut.
61

 

Negara Al-Jazair, hukum keluarga Al-Jazair membolehkan 

seorang lakilaki memilki lebih dari seorang isteri dan maksimal 

empat, dengan syarat ada dasar yang melatar belakanginya, dapat 

memenuhi keadilan, memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, 

baik pada isteri maupun kepada bakal calon isteri. Sementara itu 

seorang dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan 

meminta cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa 

persetujuannya. 

Di Negara Turki pula, ketentuan poligami diatur dalam Turkish 

Family Law Of Cyprus tahun 1951 pasal 8-9, undang-undang sipil 

Turki melarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan 

pertama masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa 

seseorang tidak diperkenankan menikah lagi jika dia tidak dapat 

membuktikan bahwa pernikahan yang pertama telah bubar baik 

karena kematian, penceraian atau penyataan bahwa pernikahan yang 

kedua tidak sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat 

bernikah.
62
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Diperbolehkan poligami oleh Al-Qur‘an dalam kondisi tertentu 

telah diubah secara sukarela oleh muslimin Turki. Alasannya, 

sebagaimana dinyatakan oleh beberapa intlektual Turki, bahwa 

Qurani yang membolehkan poligami maksimal empat istri tersebut, 

merupakan proses asas monogami. Mazhab Hanafi, Hambali dan 

Syafi‘i dan Imamiyah sepakat bahwa seornag laki-laki boleh beristri 

empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh berlima. 

Poligami di Indonesia Undang-undang Nomor Tahun 1974 dan 

peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah 

―poligami‖ yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut undang-

undang perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, 

namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan 

asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. 

Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi 

beberapa alasan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang. 

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya 

boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami 

beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan 

memberi izin. Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi 

sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat 

kumulatif.  
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Syarat alternatif meliputi, istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit 

yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. Dan kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri-

istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup istri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan bahwa suami 

akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
63

 

4. Fungsi Keluarga dalam Islam 

a. Urgensi Keluarga dalam Islam 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam Islam. Ia dianggap 

sebagai inti dari masyarakat yang kuat dan berkeadilan. Dalam Islam, keluarga 

bukan hanya sekadar unit sosial, tetapi juga merupakan institusi yang dipandang 

suci dan diberkahi. Keluarga dalam Islam dibentuk oleh hubungan pernikahan 

yang sah antara seorang suami dan seorang istri. Dalam keluarga, terdapat 

keterikatan emosional, tanggung jawab, dan kesatuan tujuan untuk mencapai 

kehidupan yang diridhai oleh Allah. 

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman,  

جًا لِّتَسْكُنُو ۦٓوَمِنْ ءَايََٰتِوِ  نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً  ۚ۟ اۚٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أزَْوََٰ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ إِنَّ فِِ  ۚۚ إلِيَ ْ
لِكَ لَءَايََٰتٍ لِّقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ   ذََٰ

Terjemahan: "Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."
64

 

Dalam Islam, keluarga memiliki tujuan-tujuan mulia yang selaras dengan 

Maqasid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqasid Syariah meliputi 

pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Keluarga merupakan 

tempat di mana tujuan-tujuan tersebut diupayakan dan diwujudkan. 

Keluarga dalam Islam bertujuan untuk pemeliharaan agama. Keluarga 

adalah lembaga pertama tempat pendidikan agama dan moral. Orang tua memiliki 

tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka tentang ajaran-ajaran agama 

Islam, melaksanakan ibadah, dan mempraktikkan nilai-nilai moral dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga yang berlandaskan agama, kesadaran akan 

kewajiban beribadah, pemahaman tentang ajaran Islam, dan keimanan yang kuat 

dapat ditanamkan secara lebih efektif. 

Keluarga adalah institusi yang paling fundamental dalam masyarakat, dan 

dalam Islam, keluarga memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat yang 

harmonis. Konsep dan nilai-nilai yang melandasi keluarga dalam Islam memiliki 

akar yang kuat dalam ajaran agama dan prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-

Qur'an dan Hadis.
65

 

Peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam Islam juga ditekankan 

dengan jelas. Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk 
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memberikan nafkah, melindungi, dan membimbing keluarganya menuju jalan 

yang diridhai Allah. Di sisi lain, istri memiliki peran sebagai mitra hidup yang 

saling menghormati dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Anak-

anak juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan taat kepada orang tua 

mereka serta memperoleh pendidikan agama dan moral yang kokoh.
66

 

Dalam Islam begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga, ini 

dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. 

Melalui tempat tersebutlah seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai 

hamba yang mempunyai tugas mengabdi kepada sang Khaliq. Pernikahan 

berorientasi membentuk keluarga  sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih 

sayang, Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi 

dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga.
 67

 

Sebuah keluarga adalah tempat di mana pondasi nilai-nilai agama 

diajarkan oleh kedua orangtua dan anggota keluarga lainnya kepada seorang 

anak.
68

  

b. Dibangun dengan pondasi pernikahan syar’i 

Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari 

suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai 

syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang 

ada. 
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نَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً  ۚ۟ اۚٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أنَفُسِكُمْ أَزْوََٰجًا لِّتَسْكُنُو ۦٓءَايََٰتِوِ وَمِنْ  هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ  ۚۚ إِلَي ْ
لِكَ لَءَايََٰتٍ لِّقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ   إِنَّ فِِ ذََٰ

 “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda 

bagi kaum yang berpikir.” (Qs.Ar-Ruum : 21) 

c. Keharmonisan dalam rumah tangga 

Memiliki keluarga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran agama Islam 

adalah dambaan setiap muslim dan untuk mewujudkannya ada beberapa cara 

menjaga keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Keluarga sakinah, 

mawaddah warahmah yang berarti keluarga yang penuh kasih sayang, cinta 

dan ketenteraman dibangun diatas nilai-nilai Islam dan berawal dari pernikahan 

yang hanya mengharap ridha Allah SWT. 

 اِمَامًا للِْمُتَّقِيْنَ  وَّاجْعَلْنَا اعَْيُنٍ  قُ رَّةَ  وَذُرِّيَّٰتِنَا ازَْوَاجِنَا مِنْ  لَنَا ىَبْ  رَب َّنَا يَ قُوْلُوْنَ  وَالَّذِيْنَ 

“Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah 

kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 

(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (QS 

Alfurqan: 74) 

d. Menanamkan ajaran Islam 

Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga 

yang melahirkannya, tetap saja keluarga adalah tempat pertama dimana seorang 

anak belajar tentang agama islam. Dalam sebuah keluarga, suami istri yang 

menikah akan menjalankan dan membangun rumah tangga dengan ajaran 



 

55 

 

agama Islam dan hal tersebut juga akan diajarkan pada anak-anaknya.
 69

 

Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat bagaimana 

orangtuanya shalat, berpuasa, membaca Al Qur‘an dan lain sebagainya. 

Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah akan senantiasa 

menanamkan iman dan membentuk anak-anaknya menjadi pribadi dengan 

akhlak dan budi pekerti yang baik terutama saat bergaul dalam masyarakat 

(baca cara  meningkatkan akhlak terpuji dan pergaulan dalam Islam). 

Sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut ini 

ى نًا وَباِلْوَالِدَيْنِ  ايَِّاهُ  ۚٓ اِلاَّ  اۚٓ تَ عْبُدُوْ  اَلاَّ  رَبُّكَ  وَقَضَٰ لُغَنَّ  اِمَّا ۚ  اِحْسَٰ هُمَا اوَْ  ۚٓ اَحَدُهُُاَ الْكِبَ رَ  عِنْدَكَ  يَ ب ْ  كِلَٰ
مَُا تَ قُلْ  فَلَا  هَرْهُُاَ وَّلَا  اُف   ۚٓ لََّّ مَُا وَقُلْ  تَ ن ْ  كَريُِْاً قَ وْلًا  لََّّ

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya 

sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 

kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu 

membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” 

(QS. al Isra: 23) 

Keluarga adalah orang terdekat bagi setiap manusia dan tempat 

mencurahkan segala isi hati maupun masalah. Keluarga juga merupakan 

tempat berkeluh kesah bagi setiap anggotanya karena hanya keluargalah yang 

ada dan senantiasa memberikan perhatian kepada setiap orang meskipun 

keadaan keluarga setiap orang berbeda-beda. Dalam Al Qur‘an sendiri 

disebutkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dipenuhi 
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dengan ketenteraman dan ketenangan hati.
70

 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa keluarga adalah tempat dimana 

nilai- nilai dan ajaran agama Islam diajarkan untuk pertama kali dan dalam 

keluarga juga, orangtua serta anak-anaknya akan menjaga satu sama lain dari 

perbuatan maksiat dan saling mengingatkan. (baca cara mendidik anak dalam 

Islam) seperti yang disebutkan dalam QS At Tahrim ayat 6 bahwa seorang 

muslim harus menjaga dirinya dan keluarganya dari perbuatan dosa dan siksa 

api neraka.
71

 

Menjaga nama baik keluarga adalah tugas setiap manusia karena saat 

manusia berbuat kesalahan maka hal tersebut juga tidak hanya ditimpakan 

pada dirinya melainkan juga kepada keluarganya. Memiliki sebuah keluarga 

membuat seseorang bertanggung jawab tidak hanya pada dirinya tetapi juga 

kepada keluarganya. 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan sosial dan 

bermasyarakat. Keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak 

merupakan bagian dari interaksi sosial sehari- hari kebanyakan orang Perlu 

dihadirkan kecintaan, kebaikan, serta keberkahan didalamnya agar terjalin 

keharmonisan.
72

 Keluarga merupakan sumber pendidikan utama bagi anak. 

Tak ayal jika dikatakan bahwa anak mempelajari hal-hal dasar dari dalam 

rumah terlebih dahulu. Maka dari itu, ketahanan keluarga dianggap 

sebagai pilar ketahanan nasional. Artinya: "Dijadikan indah pada 
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(pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu 

wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda 

pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan 

hidup di dunia; dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (QS 

Ali ‗Imran:14). Di antara fungsi-fungsi dari institusi keluarga dalam konteks 

kehidupan
73

 adalah: 

a. Fungsi biologis, 

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh 

keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia 

makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang 

membedakan perkawianan manusia dengan binatang sebab fungsi ini 

diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.
74

 

b. Fungsi edukatif (pendidikan), 

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota 

keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena Pengalaman dan 

pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. 

menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan 

mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan 

profesional.
75
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c. Fungsi religious (keagamaan) 

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama 

melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan.
22

 

d. Fungsi protektif (melindungi) 

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai 

gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal 

segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan 

internal dapat terjadi dalam keluarga tidak mudah dikenali 

karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan 

psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara 

publik.
76

 

e. Fungsi sosialisasi 

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga 

tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai tradisional 

yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Proses 

pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga 

sebagai komponen terkecil masyarakat.
77

 

f. Fungsi ekonomi 

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga 

memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, 
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perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan 

sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara 

adil dan profesional, serta dapat mempertangggung jawabkan 

kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. 

g. Fungsi rekreatif. 

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan 

kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari 

seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini 

dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, 

saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing 

anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai 

kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah 

adalah surganya.
78

 

B. Tinjauan Pustaka 

Kajian mengenai dalam pernikahan poligami adalah kajian yang 

senantiasa terjadi di Pekanbaru, Namun terdapat  beberapa  penulisan  yang  

amat  membantu dalam kajian ini relevan diantaranya sebagai berikut. 

No Nama 

Peneliti 

Tahun Judul Hasil Perbedaan  Keterangan 

1 Arbie, A & 

Milhan, M 

2023 Analisis 

Terhadap 

Pengabulan 

Izin Poligami 

dengan 

Alasan Telah 

Studi ini 

menemukan 

bahwa alasan 

kehamilan 

sering kali 

menjadi faktor 

Fokus pada 

aspek hukum 

izin poligami, 

sedangkan 

penelitian ini 

menyoroti 

Artikel Scopus : 

UNES Law Review 
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Menghamili 

Calon Istri 

Kedua 

(Telaah 

Putusan 

Nomor 

41/Pdt. 

G/2019/PA. 

Rtg) 

utama dalam 

pengabulan izin 

poligami oleh 

pengadilan 

agama. 

dampak 

ekonomi istri 

kedua. 

2 Tori, QHM 

& Alwesius, 

A 

2024 Implikasi 

Hukum 

terhadap 

Wasiat yang 

Pembagiannya 

Melebihi 

Bagian 

Maksimal Istri 

Kedua 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

pembagian 

warisan yang 

melebihi batas 

maksimal sering 

menimbulkan 

sengketa dalam 

keluarga 

poligami. 

Fokus pada 

hukum waris 

istri kedua, 

sementara 

penelitian ini 

lebih 

membahas 

aspek 

kesejahteraan 

ekonomi. 

Jurnal Darma Agung 

3 Elmi, K & 

Fatmawati, 

F 

2023 Kesantunan 

Berbahasa 

dalam Novel 

Istri Kedua 

Gus Karya 

Anisa AE 

Studi ini 

menganalisis 

bagaimana 

karakter istri 

kedua dalam 

novel 

menggunakan 

bahasa yang 

santun untuk 

menegosiasikan 

posisinya dalam 

keluarga. 

Berbasis 

sastra dan 

linguistik, 

sedangkan 

penelitian ini 

berbasis studi 

sosial-

ekonomi. 

JP-BSI Jurnal 

Pendidikan 

Kounseling 

4 Arianto, Y 

& 

Hikmiyah, 

HH 

2024 Larangan 

Pegawai 

Negeri Sipil 

Perempuan 

Menjadi Istri 

Kedua 

Perspektif 

Sadd Al-

Penelitian ini 

menemukan 

bahwa larangan 

PNS perempuan 

menjadi istri 

kedua bertujuan 

untuk 

menghindari 

ketimpangan 

Berfokus 

pada 

kebijakan 

PNS, 

sedangkan 

penelitian ini 

lebih 

membahas 

kondisi 

Jurnal of Islamic 

Law and Civil Law 
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Żarīʻah ekonomi dan 

sosial. 

ekonomi istri 

kedua secara 

umum. 

5 Akbar, RS 2019 Makna 

Pernikahan 

Poligami bagi 

Istri Kedua 

(Studi tentang 

Orientasi 

Tindakan 

Sosial Istri 

Kedua) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa istri 

kedua memiliki 

berbagai 

orientasi 

tindakan sosial 

dalam 

menghadapi 

kehidupan 

pernikahan 

poligami. 

Fokus pada 

aspek 

psikososial, 

sedangkan 

penelitian ini 

membahas 

dampak 

ekonomi. 

Tesis Universitas 

Airlangga 

6 Miftahuddin, 

AH 

2019 Metode 

Pembagian 

Waris 

terhadap Istri 

Kedua 

Perspektif 

Kompilasi 

Hukum Islam 

dan Hukum 

Perdata: 

(Studi 

Komparatif) 

Penelitian ini 

membandingkan 

metode 

pembagian 

waris istri kedua 

dalam hukum 

Islam dan 

hukum perdata, 

menemukan 

adanya 

kesenjangan 

penerapan di 

lapangan. 

Fokus pada 

hukum waris, 

sementara 

penelitian ini 

lebih 

menyoroti 

dampak 

ekonomi 

sehari-hari 

istri kedua. 

Usratuna: Jurnal 

Hukum dan Syariah 

7 Sari, NI 2021 Perlindungan 

Hukum 

terhadap Istri 

Kedua yang 

Dipoligami 

Tanpa Izin 

Istri Pertama 

Penelitian ini 

menemukan 

bahwa banyak 

istri kedua tidak 

mendapatkan 

perlindungan 

hukum yang 

memadai ketika 

pernikahan 

dilakukan tanpa 

izin istri 

pertama. 

Berfokus 

pada aspek 

hukum 

pernikahan, 

sedangkan 

penelitian ini 

lebih 

membahas 

kondisi 

ekonomi istri 

kedua. 

Journal of Law 

(Jurnal Ilmu Hukum) 
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8 Putri, RA 2023 Praktik 

Poligami di 

Kalangan 

Pegawai 

Negeri Sipil 

Wanita yang 

Menjadi Istri 

Kedua 

Studi ini 

mengungkap 

bahwa banyak 

PNS wanita 

yang menjadi 

istri kedua 

menghadapi 

tantangan karier 

akibat stigma 

sosial. 

Berfokus 

pada 

poligami di 

kalangan 

PNS, 

sementara 

penelitian ini 

membahas 

dampak 

ekonomi 

secara lebih 

luas. 

Artikel Scopus : 

UNES Law Review 

9 Suhartati, S 

& Hasriani, 

H 

2020 Tinjauan 

Yuridis 

terhadap Hak 

Waris Istri 

Kedua dari 

Perkawinan 

Tanpa Izin 

Penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa istri 

kedua sering 

mengalami 

kendala hukum 

dalam 

mendapatkan 

hak waris jika 

pernikahannya 

tidak mendapat 

izin resmi. 

Fokus pada 

hak waris, 

sedangkan 

penelitian ini 

lebih 

membahas 

keberlanjutan 

ekonomi istri 

kedua selama 

pernikahan. 

Tesis UIN Alauddin 

Law Development 

10 Fitriyyah, Z 

& Masykur, 

AM 

2020 … dan Duka 

Menjadi yang 

Kedua (Studi 

Kualitatif 

Fenomenologi 

Kepuasan 

Pernikahan 

pada 

Perempuan 

yang Menjadi 

Istri Kedua 

dalam 

Pernikahan 

Poligami) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa kepuasan 

pernikahan istri 

kedua sangat 

dipengaruhi 

oleh faktor 

ekonomi dan 

hubungan 

interpersonal 

dalam rumah 

tangga. 

Menyinggung 

aspek 

ekonomi 

tetapi lebih 

berfokus 

pada 

kepuasan 

pernikahan, 

sedangkan 

penelitian ini 

secara khusus 

membahas 

dampak 

ekonomi istri 

kedua. 

Jurnal Empati 

. 
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Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu memiliki kesamaan dalam 

membahas isu poligami dari berbagai perspektif, seperti hukum, sosial, ekonomi, 

serta psikologi istri kedua. Beberapa penelitian membahas aspek hukum izin 

poligami (Arbie & Milhan, 2023; Sari, 2021), hak waris istri kedua (Miftahuddin, 

2019; Suhartati & Hasriani, 2020), serta dampak poligami terhadap pegawai 

negeri sipil (Arianto & Hikmiyah, 2024; Putri, 2023). Ada pula penelitian yang 

menyoroti makna sosial pernikahan poligami bagi istri kedua (Akbar, 2019), serta 

kepuasan pernikahan mereka (Fitriyyah & Masykur, 2020). Meskipun beberapa 

penelitian menyinggung dampak ekonomi dalam rumah tangga poligami, 

pendekatan mereka masih terbatas pada aspek tertentu seperti warisan dan 

distribusi nafkah, bukan analisis ekonomi secara mendalam. 

Perbedaan utama penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada 

fokusnya yang spesifik terhadap implikasi ekonomi bagi istri kedua dalam rumah 

tangga poligami di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Penelitian 

sebelumnya lebih banyak membahas aspek hukum dan sosial, sementara 

penelitian ini akan menganalisis bagaimana istri kedua menghadapi tantangan 

ekonomi dalam sistem poligami, termasuk strategi ekonomi yang mereka 

gunakan untuk bertahan hidup. 

Kesenjangan utama dalam penelitian terdahulu adalah kurangnya kajian 

yang mendalam mengenai dampak ekonomi poligami bagi istri kedua dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek legalitas 

dan psikososial, sementara kondisi finansial dan strategi bertahan hidup istri 

kedua dalam rumah tangga poligami masih jarang dikaji secara komprehensif. 
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Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti konteks ekonomi 

istri kedua dalam rentang waktu 2020-2025 di Kecamatan Marpoyan Damai, 

Kota Pekanbaru. 

Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan 

tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih rinci mengenai bagaimana istri 

kedua dalam poligami mengelola kondisi ekonomi mereka. Temuan penelitian ini 

dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih berpihak pada 

kesejahteraan istri kedua dalam pernikahan poligami, serta memperkaya kajian 

akademik terkait ekonomi rumah tangga poligami. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk 

memahami secara mendalam pengalaman, perspektif, serta strategi ekonomi 

yang diterapkan oleh istri kedua dalam rumah tangga poligami di Kecamatan 

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian 

ini akan menggali realitas sosial secara naturalistik, dengan menempatkan 

istri kedua sebagai subjek utama yang mengalami langsung dinamika 

ekonomi dalam rumah tangga poligami. Fokus utama penelitian ini adalah 

bagaimana mereka mengelola aspek finansial, beradaptasi dengan kondisi 

ekonomi rumah tangga, serta strategi yang digunakan untuk mempertahankan 

kestabilan ekonomi di tengah kondisi yang sering kali tidak pasti. 

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi 

faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan ekonomi istri kedua dalam 

rumah tangga poligami, baik dari segi peran suami dalam memberikan 

nafkah, dukungan sosial, hingga inisiatif pribadi istri dalam mencari sumber 

pendapatan tambahan. Dengan memahami pengalaman subjektif para istri 

kedua melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, penelitian ini 

dapat menangkap aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, 

seperti perasaan, motivasi, dan dinamika relasi dalam rumah tangga poligami. 
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Pendekatan kualitatif deskriptif juga memungkinkan analisis yang lebih 

fleksibel terhadap data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran 

yang lebih kaya dan komprehensif tentang fenomena yang diteliti. 

B. Sumber Data  

 Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu: 

1. Data Primer – Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

wawancara mendalam dengan istri kedua dalam rumah tangga poligami, 

suami yang berpoligami, serta pihak terkait seperti tokoh agama dan 

akademisi yang memiliki wawasan mengenai permasalahan ini. 

2. Data Sekunder – Data yang diperoleh dari berbagai dokumen tertulis, 

seperti hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal ilmiah, regulasi hukum yang 

berkaitan dengan poligami, serta data dari instansi pemerintahan atau 

organisasi yang berkaitan dengan pernikahan poligami di Kota Pekanbaru. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam studi ini adalah dampak ekonomi dari 

pernikahan poligami terhadap istri kedua, baik dalam aspek kesejahteraan, 

distribusi nafkah, hingga strategi ekonomi yang mereka jalankan. Subjek 

penelitian terdiri dari istri kedua dalam rumah tangga poligami di Kecamatan 

Marpoyan Damai yang berjumlah 3 orang istri, kemudian suami yang 

berpoligami, serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan wawasan 

mengenai fenomena ini, seperti tokoh agama, aktivis perempuan, dan ahli 

hukum keluarga. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa 

metode, yaitu: 

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview) – Digunakan untuk 

mendapatkan pemahaman yang kaya dan detail mengenai pengalaman 

ekonomi istri kedua dalam rumah tangga poligami. Wawancara akan 

dilakukan secara semi-struktur agar tetap fleksibel sesuai dengan respons 

informan. 

2. Observasi Partisipatif – Dilakukan untuk memahami kondisi ekonomi istri 

kedua secara langsung, seperti bagaimana mereka mengelola sumber daya, 

menerima nafkah, dan menghadapi tantangan finansial dalam rumah 

tangga poligami. 

3. Studi Dokumentasi – Melibatkan analisis terhadap regulasi hukum, 

laporan penelitian terdahulu, dan data dari instansi terkait untuk 

memperoleh konteks yang lebih luas dalam memahami fenomena yang 

diteliti. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 

Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: 

1. Reduksi Data – Proses memilah, menyaring, dan menyederhanakan data 

yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar lebih 

terfokus pada aspek ekonomi istri kedua dalam pernikahan poligami. 
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2. Penyajian Data – Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk 

naratif, matriks, atau diagram untuk membantu dalam menemukan pola 

dan hubungan antar konsep yang muncul dalam penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi – Tahap akhir dari analisis data di 

mana hasil penelitian dikaji secara mendalam untuk menemukan makna 

dan pola yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang 

diperoleh akan diverifikasi dengan teknik triangulasi, yaitu dengan 

membandingkan informasi dari berbagai sumber guna memastikan 

validitas dan reliabilitas temuan penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dinamika sosial dan ekonomi dalam keluarga poligami di Pekanbaru, 

khususnya bagi istri kedua, menunjukkan kompleksitas yang mendalam. 

Secara sosial, istri kedua sering kali menghadapi marginalisasi, stigma, dan 

keterasingan dalam struktur rumah tangga. Status mereka yang sah secara 

agama tidak selalu diiringi dengan penerimaan sosial yang setara. Namun, di 

sisi lain, terdapat pula potensi positif ketika komunikasi antar anggota 

keluarga berjalan baik dan prinsip keadilan ditegakkan. Dari aspek ekonomi, 

ketimpangan pembagian nafkah dan fasilitas masih menjadi tantangan 

utama. Meski begitu, beberapa istri kedua berhasil menunjukkan 

kemandirian ekonomi dengan membangun usaha mandiri, membuktikan 

bahwa peran mereka tidak selalu subordinatif. Keberhasilan poligami sangat 

ditentukan oleh kejujuran, keadilan, serta legalitas pernikahan. Oleh karena 

itu, perlindungan hukum dan penguatan kapasitas istri kedua menjadi 

penting, agar mereka tidak terpinggirkan dalam sistem yang seharusnya 

menjamin keseimbangan hak dan kewajiban. Poligami yang adil bukan 

hanya mungkin secara syar‘i, tetapi juga harus diwujudkan melalui regulasi 

dan kepekaan sosial yang berpihak kepada semua pihak. 

2. Faktor yang mempengaruhi d inamika sosial ekonomi istri kedua dalam 

pernikahan poligami di Pekanbaru menunjukkan kerentanan dalam berbagai 

aspek, mulai dari lemahnya legitimasi sosial, konflik relasi antar-istri, 
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hingga keterbatasan akses terhadap nafkah dan hak hukum anak. 

Ketimpangan ekonomi dan posisi subordinat dalam keluarga memperburuk 

kondisi mereka. Namun, sebagian istri kedua mampu membangun 

kemandirian ekonomi sebagai bentuk perlawanan terhadap marginalisasi. 

Temuan ini menegaskan perlunya regulasi tegas, perlindungan hukum, serta 

pendekatan keadilan berbasis maqāṣid al-syarī‗ah untuk menjamin hak dan 

martabat mereka secara utuh. 

3. Istri kedua dalam keluarga poligami di Pekanbaru menghadapi kompleksitas 

hak dan tantangan yang signifikan. Secara normatif, Islam dan hukum 

positif menjamin hak atas nafkah, pengakuan hukum, dan perlakuan adil. 

Namun, praktik di lapangan menunjukkan ketimpangan dalam pemenuhan 

hak tersebut, terutama dalam hal tempat tinggal, legitimasi hukum, dan 

perlakuan sosial. Tekanan sosial, stigma, serta ketidaksetaraan ekonomi dan 

hukum menempatkan istri kedua dalam posisi rentan. Meski demikian, 

terdapat potensi pemberdayaan ekonomi yang tumbuh melalui inisiatif 

mandiri, menunjukkan ruang untuk penguatan peran perempuan. 

Perlindungan terhadap anak hasil pernikahan yang tidak tercatat juga 

menjadi masalah krusial, yang memerlukan kebijakan afirmatif untuk 

menjaga prinsip keadilan, kesejahteraan keluarga, dan maqāṣid al-syarī‗ah. 

B. Saran 

1. Disarankan agar setiap bentuk perkawinan, termasuk poligami, dilakukan 

dengan prosedur hukum yang sah dan dicatat di Kantor Urusan Agama 

(KUA) untuk menjamin perlindungan hukum bagi istri dan anak. 
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2. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu mengintensifkan pendidikan 

hukum dan literasi gender kepada perempuan, agar mereka memahami hak-

haknya dalam perkawinan, termasuk hak atas nafkah, tempat tinggal, dan 

pengakuan hukum. 

3. Lembaga keagamaan dan pemerintah daerah harus lebih aktif mengawasi 

praktik poligami agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan, serta 

menindak kasus yang merugikan perempuan dan anak. 

4. Program pelatihan keterampilan dan akses terhadap pembiayaan mikro perlu 

diberikan kepada istri kedua agar mereka dapat mandiri secara ekonomi dan 

tidak bergantung sepenuhnya pada suami. 

5. Lembaga penyuluhan keluarga harus menekankan pentingnya komunikasi, 

musyawarah, dan keadilan antar-istri dalam rumah tangga poligami guna 

mencegah konflik dan kecemburuan emosional. 

6. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang menjamin hak-hak anak dari 

pernikahan tidak tercatat, termasuk akses terhadap akta kelahiran, 

pendidikan, dan jaminan sosial. 

7. KUA diharapkan tidak hanya menjadi pencatat pernikahan, tetapi juga 

memberikan bimbingan pranikah dan mediasi dalam konflik rumah tangga, 

khususnya yang berkaitan dengan poligami. 

8. Tokoh agama dan aktivis perempuan perlu terlibat aktif dalam memberikan 

pendampingan hukum dan spiritual kepada para istri kedua, sekaligus 

menjadi jembatan penyadaran suami tentang prinsip keadilan dalam Islam. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Judul : Dinamika Pernikahan Poligami Perspektif Istri Kedua: Telaah Implikasi 

Sosial dan Ekonomi di Kota Pekanbaru 

Metode: Kualitatif – Studi Kasus 

Teknik: Wawancara Mendalam Semi Terstruktur 

 

A. INFORMAN: ISTRI KEDUA 

Tujuan: Menggali pengalaman, hak, tantangan, dan strategi adaptasi istri kedua 

dalam rumah tangga poligami. 

1. Latar Belakang Pribadi 

o Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang keluarga dan 

pendidikan Ibu? 

o Sejak kapan Ibu menjadi istri kedua dan bagaimana proses 

pernikahan tersebut? 

2. Status Pernikahan 

o Apakah pernikahan Ibu dicatat secara resmi di KUA? Jika tidak, 

apa alasannya? 

o Bagaimana tanggapan keluarga dan masyarakat sekitar terhadap 

status Ibu? 

3. Pemenuhan Hak-Hak Istri 

o Apakah Ibu merasa hak-hak Ibu (nafkah, tempat tinggal, perlakuan 

adil) terpenuhi? 

o Bagaimana pembagian waktu dan perhatian dari suami? 

4. Aspek Sosial 

o Pernahkah Ibu mengalami diskriminasi atau stigma sosial sebagai 

istri kedua? 

o Bagaimana Ibu mengatasi tekanan sosial yang muncul? 

5. Aspek Ekonomi 

o Apakah Ibu memiliki penghasilan sendiri? Bagaimana kontribusi 

ekonomi dalam rumah tangga? 
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o Bagaimana sistem nafkah dari suami dijalankan? 

6. Anak dan Legalitas 

o Bagaimana status hukum anak-anak dari pernikahan ini? Apakah 

mereka mendapat pengakuan hukum? 

o Apakah ada kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak? 

7. Strategi Adaptasi dan Harapan 

o Apa yang Ibu lakukan untuk bertahan dan berkembang dalam 

situasi ini? 

o Apa harapan Ibu terhadap negara, masyarakat, dan lembaga 

agama? 

 

B. INFORMAN: SUAMI 

Tujuan: Mengungkap motivasi, pandangan keadilan, dan pengelolaan rumah 

tangga poligami. 

1. Apa alasan Bapak menjalankan poligami? 

2. Bagaimana Bapak mengelola dua rumah tangga dari segi waktu, nafkah, 

dan perhatian? 

3. Menurut Bapak, apakah sudah adil terhadap kedua istri? Apa ukuran 

keadilan itu? 

4. Bagaimana tanggapan masyarakat sekitar terhadap praktik poligami 

Bapak? 

5. Apakah Bapak mencatatkan kedua pernikahan secara resmi? Mengapa? 

6. Apa harapan Bapak terhadap peraturan hukum Islam dan negara terkait 

poligami? 

 

C. INFORMAN: TOKOH AGAMA 

Tujuan: Mengetahui pandangan normatif syariat tentang keadilan dan 

perlindungan istri dalam poligami. 

1. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik poligami dan syarat-

syaratnya? 

2. Apakah bentuk keadilan itu hanya material, atau juga emosional dan 

hukum? 
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3. Bagaimana pandangan syariat terhadap pernikahan tidak tercatat (siri)? 

4. Apa tanggung jawab suami terhadap istri kedua menurut fiqh? 

5. Bagaimana peran ulama dalam mengedukasi masyarakat terkait poligami 

yang adil? 

 

D. INFORMAN: AKTIVIS PEREMPUAN 

Tujuan: Mengkaji dampak sosial dan advokasi atas hak perempuan dalam 

praktik poligami. 

1. Apa temuan utama LSM Anda tentang kondisi istri kedua dalam poligami? 

2. Apakah ada pola ketimpangan hak atau diskriminasi terhadap istri kedua? 

3. Bagaimana respons negara dan masyarakat terhadap persoalan ini? 

4. Apa bentuk advokasi atau pendampingan yang pernah dilakukan? 

5. Apa rekomendasi kebijakan agar hak-hak perempuan dalam poligami lebih 

terjamin? 

 

E. INFORMAN: AKADEMISI/PAKAR HUKUM KELUARGA ISLAM 

Tujuan: Menelaah aspek hukum positif dan fiqh tentang perlindungan hukum 

terhadap istri kedua. 

1. Bagaimana hukum Indonesia mengatur pencatatan dan legalitas poligami? 

2. Apakah istri kedua yang tidak tercatat berhak atas hak-hak hukum 

tertentu? 

3. Apa dampak hukum terhadap anak-anak dari pernikahan tidak tercatat? 

4. Bagaimana posisi hukum Islam terhadap pengabaian hak istri kedua? 

5. Apa urgensi revisi kebijakan atau regulasi untuk perlindungan lebih baik 

terhadap istri kedua? 
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